UNIVERSITAS
GADJAH MADA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ....oooiiiiiiiii

HALAMAN PERSETUJUAN. ...

HALAMAN PENGESAHAN. ...

PERNYATAAN. ...

KATA PENGANTAR . ...

DAFTAR ISL. .

DAFTAR LAMPIRAN. ...t

BAB | PENDAHULUAN. ..o

A. Latar Belakang Masalah.............c.ccccooiiieiieiccicseccc e

B. RUMUSAN MASAIAN........ e e

C. Keaslian Penelitian........cooooveoeeeee

D.Tujuan Penelitian..........cccoiiiiiiiieeeeee s

E.Kegunaan Penelitian.............cccoveiieiiiiciie e

F.Sistematika PenUIISAN...........oooeoeeeeeeeeeee e

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA ...

A.Hukum Materiil Tindak Pidana Korupsi...........cccccocevvnviininnnenn.

1.
2.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi.........cc.ceoevieiinciinnninns

Perumusan Delik dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak
Pidana KOTUPSI.......coveiieiieiic e

Perluasan Perumusan Delik dalam Undang-Undang Tindak Pidana
KOTUPSI. ..ttt ara e

Modus Operandi KOTUPSI ......cocveerieeiiieeiee e

Pengaturan Tindak Pidana KOrupsi .........cccccevvveiieiiieiieiinnns

viii

Kor&sipsi Putusan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan
Terdakwa

&quot;S&quot; Mantan Bupati Lampung Timur
DIAN PERMATA SARI, Sigid Riyanto, S. H., M. Si

Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

viii

Xi

11
12
12

16
16
16

23

24
31
36



Terdakwa

&quot;S&quot; Mantan Bupati Lampung Timur
DIAN PERMATA SARI, Sigid Riyanto, S. H., M. Si

UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

6. Perundang-Undangan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Hukum Pidana

B. Hukum Formiil Tindak Pidana Korupsi (Hukum Acara Tindak Pidana
KOTUPST) o

1. Pengaturan dan Kekhususan Hukum Acara Tindak Pidana
KOTUPST. ..

2. Asas-Asas Hukum Pidana Formiil Tindak Pidana

6. Upaya HUKUM ..o s

BAB 1l METODE PENELITIAN. ..o
AL Jenis Penelitian ...
B.Bahan Penelitian ...........cccoiiiiiiriieiceee e

1. Data PrIMEN ..o

2. Data SEKUNET .......coviiiiiiiiieeee e

C. Caradan Alat Pengumpulan Data ..........cccoceveriniiiienenenenenee

D. Lokasi dan Subjek Penelitian ...........cccccoviiiiiiiiien e

E. Analisis Data Penelitian ............cccoooveiiiiininii e
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..........cccoeeeen.

A. Pertimbangan Masing-Masing Majelis Hakim dalam Putusan Perkara
Tindak Pidana Korupsi dengan Terdakwa “S” pada Pengadilan Tingkat
Pertama dan Tingkat Kasasi...........ccccevvereiiieiieiecie e

1. KASUS POSISH oo

2. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor
304/Pid.Sus/2011/PN.TK dengan Terdakwa “S” ....................

3. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Terhadap Alasan-
Alasan yang Diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum
dalam Permohonan Kasasinya...........ccccocvveviieiiieiiecvie e,

Konsepsi Putusan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan

38

41

41

42
o1
69
76
85
100
100
101
101
102
106
108
110
111

111
111

112

140



Kor&sipsi Putusan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan
Terdakwa

&quot;S&quot; Mantan Bupati Lampung Timur

DIAN PERMATA SARI, Sigid Riyanto, S. H., M. Si

Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

B. Alasan Perbedaan Pertimbangan dalam Penjatuhan Putusan oleh Hakim
Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Mahkamah Agung di Tingkat
Kasasi pada Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Terdakwa “S”

.................................................................................................... 148

BAB V PENUTUP.......ooi e 165
AKESIMPUIAN. ... 165
BLSaraN......oiiii 168
DAFTAR PUSTAKA ... 171
LAMPIRAN — LAMPIRAN......ooiieii e 176



	HALAMAN JUDUL 
	HALAMAN PERSETUJUAN 
	HALAMAN PENGESAHAN 
	PERNYATAAN 
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR LAMPIRAN
	ABSTRAK
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Rumusan Masalah
	C Keaslian Penelitian
	D. Tujuan Penelitian
	E. Kegunaan Penelitian
	F. Sistematika Penulisan

	BAB II TINJAUAN PUSTAKA
	A. Hukum Materiil Tindak Pidana Korupsi
	1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi
	2. Perumusan Delik dalam Undang-Undang Pemberantasan TindakPidana Korupsi
	3. Perluasan Perumusan Delik dalam Undang-Undang Tindak PidanaKorupsi
	4. Modus Operandi Korupsi
	5. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi
	6. Perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Hukum PidanaKhusus

	B. Hukum Formil Tindak Pidana Korupsi (Hukum Acara TindakPidana Korupsi)
	1. Pengaturan Hukum Acara Tindak Pidana Korupsi
	2. Asas-Asas Hukum Pidana Formil Tindak Pidana Korupsi
	3. Mekanisme Peradilan Tindak Pidana Korupsi
	4. Putusan Hakim
	5. Jenis – Jenis Putusan
	6. Upaya Hukum (Rechtsmiddelen)


	BAB IIIMETODE PENELITIAN
	A. Jenis Penelitian
	B. Bahan Penelitian
	1. Data Primer
	2. Data Sekunder

	C. Cara dan Alat Pengumpulan Data
	D. Lokasi dan Subjek Penelitian
	E. Analisis Data Penelitian

	BAB IVHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	A. Pertimbangan Masing-Masing Majelis Hakim dalam Putusan PerkaraTindak Pidana Korupsi dengan Terdakwa “S” pada Pengadilan TingkatPertama dan Tingkat Kasasi
	1. Kasus Posisi
	2. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam PutusanNomor 304/Pid.Sus/2011/PN.TK dengan Terdakwa “S”
	3. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Terhadap Alasan-Alasan yang Diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umumdalam Permohonan Kasasinya
	B. Alasan Perbedaan Pertimbangan dalam Penjatuhan Putusan olehHakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Mahkamah Agung diTingkat Kasasi pada Perkara Tindak Pidana Korupsi denganTerdakwa “S”


	BAB VPENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN 

